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Mengingat

—

-

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401):

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5689); -

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentané Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

A
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan

BUPATI KOLAKA TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Kolaka Timur dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah ' Rp. 805.894.873.493,48

B. Belanja Daerah
Belanja Daerah
Jumlah Surplus/ (Defisit) Rp. (5.500.000,000,00)

Rp. 811.394.873.493,48

C. Pembiayaan Daerah

-

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 10.000.000.000,00 -
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 4.500.000.000,00
Jumiah Pembiayaan Netto Rp. 5.500.000.000,00
_Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 0,00




Pasal 2

A. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 22.204.997.337,00
b. Dana Perimbangan Rp. 651.628.581.000,00
¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 132.061.295.156,48
Jumiah Rp. 805.894.873.493,48

B Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf (a) terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 4.541.997.337,00
2. Hasil Retribusi Daerah Rp. 2.319.000.000,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 4.500.000.000,00
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 10.844.000.000,00
Jumiah Rp. 22.204.997.337,00

C Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf (b) terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 16.454.886.000,00 -
2. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 433.729.158.000,00 )
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 170.762.937.000,00

4.

Dana Intensif Daerah (DID) Rp. 30.681.600.000,00

.



D

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal

(2) huruf (c) terdiri dari:
1. Pendapatan Hibah

Jumiah

2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

3. Pendapatan Dana Desa

Jumlah

Pasal 3

A Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

B Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf (a)

a. Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

terdiri dari jenis belanja :
1. Belanja Pegawai
Belanja Hibah

2
3. Belanja Bantuan Sosial
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa

5. Belanja Tidak Terduga

~
W

Jumlah

Jumiah

Rp. 16.374.521.501,00
Rp. 17.740.188.655,48
Rp. 97.946.585.000,00

Rp. 415.810.564.642,48
RP. 395.584.308.851,00

Rp. 219.636.836.081,85
Rp. 51.057.248.600,00
RP.  250.500.000,00
RP. 142.264.869.600,00

Rp. 2.601.110.360,63

Rp.651.628.581.000,00

Rp.132.061.295.156,48

Rp. 811.394.873.493,48

Rp. 415.810.564.642,48



Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf b terdiri dari:
1.
2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

3. Belanja Modal

Jumlah

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf

a terdiri dari :

1.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (4)

SiLPA tahun anggaran sebelumnya

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

huruf b terdiri dari :

1.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

[

Jumiah

Rp. 7.523.310.000,00
Rp. 190.610.806.312,00
Rp. 197.450.192.539,00

Rp. 10.000.000.000,00
Rp. 4.500.000.000,00

Rp.10.000.000.000,00

Rp. 4.500.000.000,00

Rp. 395.584.308.851,00

'Rp.10.000.000.000,00

Rp. 4.500.000.000,00



Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredisikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan Pengaruh Pemerintah Daerah;
« Memilki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Q.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 2, 3 dan 4 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan APBD;

2. Lampiran |l Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran lva Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana;
Lampiran IVb  Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; N

o>
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Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 21 November 2019

&= BUP KOLAKA TIMUR,

H. TONY-HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta.
Pada tanggal, 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
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